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<b>ABSTRAK</b><br>

Seiring dengan berkembangnya hukum internasional, prinsip kedaulatan kini tidak lagi dipandang dapat
memberikan impunitas kepada pemerintah negara untuk tidak memberikan perlindungan kepada hak asas
manusia penduduknya. Doktrin intervensi humaniter kemudian hadir namun masih banyak meresahkan
komunitas internasional sebab hal tersebut dirasa melanggar hukum internasional. Berangkat dari gagasan
tersebutlah doktrin responsibility to protect R2P hadir untuk memberikan justifikasi baru bagi komunitas
internasional melalui Dewan Keamanan untuk melakukan intervensi kepada suatu negara yang telah nyata
gagal melindungi penduduknya dari empat kejahatan, yakni genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis,
dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Doktrin ini dengan intervensi militernya pada praktiknyatelah
diterapkan di Libya dan Pantai Gading, namun pada kenyataannya keberhasilan penerapan doktrin R2P
tersebut belum kembali terulang pada kasus Suriah. Penelitian ini lantas mencoba untuk menganalisis
kemungkinan penerapan doktrin R2P di Suriah berdasarkan kriteria penerapan doktrin R2P pada kasus-
kasus terdahulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan data
sekunder. Adapun penelitian ini kemudian menemukan bahwa kemungkinan penerapan doktrin R2P dengan
intervensi militernya pada kasus perang sipil Suriah adalah sangat kecil oleh karena adanya faktor-faktor di
luar kriteria doktrin R2P yang ternyata menjadi faktor penentu penerapan doktrin R2P. Pada akhirnya,
penelitian ini menyarankan bahwa terlepas dari sulitnya penerapan doktrin R2P oleh Dewan Keamanan pada
kasus Suriah dan juga kasus-kasus serupalainnya di masa yang akan datang, hendaknya negara-negara tidak
lantas mengambil tindakan sepihak untuk melaksanakan intervensi militer kepada negara lain namun tetap
berpegang teguh untuk selalu mencoba menerapkan doktrin R2P dengan lebih baik lagi.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

Astheinternational law develops, sovereignty now cannot be deemed as granting impunity for the
government to not protect their citizens rsquo human rights. Humanitarian intervention doctrine then came
but still lacks of support from the international community asit is deemed as aviolation of international law.
Departing from that, the responsibility to protect R2P doctrine came to serve as the new justification for
international community through the United Nations Security Council to intervene in countries who
manifestly fail to protect their citizens from four specific crimes, namely genocide, ethnic cleansing and
crimes against humanity. In practice, R2P doctrine with its military intervention had been implemented in
Libyaand C te d rsquo Ivoire, but the aforementioned successis till far from being implemented in Syria.
This study thus seeks to analyze the possibility of implementing R2P in Syria based on the criteriaused in
the previous cases. The method used in this study isjuridical normative by using secondary data. This study
then found that the possibility to implement R2P with its military intervention in Syriaisvery little for there
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are other factorsthat do not fall to the doctrine rsquo s criteria but are determining factorsto its
implementation. At the end, this study advises that despite the difficulty to implement R2P through the
Security Council in Syria, individual countries shall refrain from taking unilateral military intervention to
deal with the case at hand and shall rather always try to strengthen the doctrine rsquo s implementation for
the better.



